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PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Pal

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Driver Grab, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat
Lorong Sarapang, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan

Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Belibis
No. 04, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu

Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor
817/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi

sebagai berikut :
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tanggal = --------------- ,  Pemohon dan Termohon

pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

a setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah bibi Pemohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

¢ ANAK (perempuan), umur 13 tahun

¢ ANAK (laki-laki), umur 7 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Pemohon
dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di

bandingkan tinggal bersama di rumah Pemohon.

b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan perkataan

Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan
April 2019, dimana pada saat itu Termohon lebih memilih tinggal bersama
orang tua Termohon di bandingkan tinggal bersama di rumah Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2019
sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini
karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
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alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua
Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Ihkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

fypermohonan Pemohon ;
kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER
Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka
atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs.
H. M. Natsir sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
817/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 November 2019,
menyatakan bahwa Pemohon tidak mencapai kesepakatan untuk damai
dengan Termohon dan tetap menginginkan perkaranya berlanjut;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon saja yang hadir dana
dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena
ingin berdamai dengan Termohon karena memang Termohon selama dalam
persidangan menyatakan tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah
tangganya dengan Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan
kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka
untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun
2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah dimediasi
pada tanggal 31 Oktober 2019 dan tanggal 14 November 2019 namun tidgak
berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya hanya Pemohon
yang hadir dan menyatakan dalam persidangan ingin mencabut
permohonannya karena telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun
selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,
karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud
Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan.
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%) j= (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
dan |tamh dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
6 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

ka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 817/Pdt.G/2019/PA.Pal dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Rahmawati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Tumisah. Drs. H. Amiruddin, M.H.
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Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 60.000,00
Panggilan :Rp  320.000,00

- PNBP :Rp.  30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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